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PUTUSAN
Nomor 909/Pdt.G/2024/PA.Pdig

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG,
PROVINSI BANTEN, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
pendidikan  SD, tempat kediaman di KABUPATEN
PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus
2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 909/Pdt.G/2024/PA.Pdlg,
tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang
menikah pada tanggal 27 April 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXX sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:
0192/68/1V/2019 tanggal 29 April 2019;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Maja Barat,
Kelurahan Sukaratu, XXXXXXXXX —XXXXXXXX, XXXXXXXXX ~ XXXXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXX;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang
anak bernama: Xxxxxxxxxxxxxxx, (L), lahir di Pandeglang, 14 November
2020, Pendidikan: belum sekolah, saat ini anak tersebut tinggal bersama
Termohon;

4, Bahwa sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:

a. Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain yang di
ketahui langsung oleh Pemohon;

b. Termohon kurang menghargai dan menghormati
Pemohon, seperti tidak mendengar nasehat dari pemohon sehingga
Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2023, yang
akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan
yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha
mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat
dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di
pertahankan lagi;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas
perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Pandeglang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang
seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601191604970001, atas nama
Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX, tanggal 16 Maret 2019, bukti tertulis
tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0192/68/IV/2019, vyang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi Banten, tanggal 29 April 2019, bukti
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tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXxXxxX, (laki-
laki), lahir di Pandeglang, 14 November 2020, yang saat ini dalam
asuhan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon sedang saling mendiamkan;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena Termohon selingkuh dengan pria lain dan Termohon tidak
menghargai Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan
usaha jual buah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXxxX, bertempat tinggal di Kampung KABUPATEN PANDEGLANG, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai satu orang anak yang bernama XxxXXXXxXXxxxxxX, (laki-
laki), lahir di Pandeglang, 14 November 2020, yang saat ini dalam
asuhan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran  sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023
sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon
dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi sering melihat langsung ketika Pemohon dan
Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak
menghargai Pemohon dan Termohon selingkuh dengan pria lain;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon
dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan
usaha jual buah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap bukti-bukti yang ada dan tidak
akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan ex officio Majelis Hakim tentang pembebanan
mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah anak kepada Pemohon, Pemohon
mengaku bekerja sebagai karyawan pada usaha jual buah serta terhadap
pembebanan tersebut Pemohon menyatakan mampu membayar Mut'ah berupa
uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa
Iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
yang akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum mengucapkan
ikrar talak di persidangan, serta nafkah untuk anak yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXX, (laki-laki), lahir di Pandeglang, 14 November 2020, sejumlah
Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut
berumur 21 tahun atau dewasa menurut hukum, di luar biaya pendidikan dan
kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan
ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
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materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga
sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 27 April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 909/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri
yang sah dan memiliki satu orang anak bernama XxXxXXxXXxXxxxxxx, (laki-
laki), lahir di Pandeglang, 14 November 2020, yang saat ini diasuh oleh
Termohon;

2. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak
menghargai Pemohon dan Termohon selingkuh dengan pria lain;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023
hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul
lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami isteri;

4, Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon
dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa menurut pengakuan Pemohon, Pemohon bekerja sebagai
karyawan pada usaha jual buah serta terhadap pembebanan tersebut
Pemohon menyatakan mampu membayar Mut'ah berupa uang sejumlah
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa Iddah
seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
yang akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum
mengucapkan ikrar talak di persidangan, serta nafkah untuk anak yang
bernama Xxxxxxxxxxxxxxx, (laki-laki), lahir di Pandeglang, 14 November
2020, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan
sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa menurut hukum, di
luar biaya pendidikan dan kesehatan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang
terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 227, yang berbunyi :

o § o T\ LA e s 2 s
Ao gt bl ol lallpie o

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan
keadilan kepada Termohon/istri dan anak yang menurut hukum harus
dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai
mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah anak, secara ex officio, yang
mana jumlah nominal uangnya atas inisiatif sukarela Pemohon yang mana juga
ingin memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon serta nafkah
anak dengan pertimbangan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Pemohon
sanggup memberikan nafkah selama masa iddah dan mutah kepada Termohon
sebagai tanggung jawab menceraikan Termohon secara baik-baik (éu..‘hj
9[.1.5511) yang telah mendampinginya menjalankan bahtera rumah tangga
dalam waktu yang cukup lama, maka sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi
Hukum Islam, yang menyebutkan: “Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah
dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, yang mana seorang istri selama masih
dalam masa iddah akibat talak raj'i (satu ataupun dua) di mana suami masih
dapat rujuk kepada istrinya, maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah
dan tempat tinggal, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

1315 (4a3 ;5 Ladle Lg=>3 3 OIS 13] ol 3all aSiulls 488301 La3)
X2Vs Lgl 2885 4558 1555855 s 4l IV LS
Artinya: Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu hanyalah bagi wanita
yang suaminya masih mempunyai hak untuk merujuknya. Dan jika wanita tidak
halal lagi bagi suaminya sebelum kawin dengan lelaki lain, maka tiada nafkah
baginya dan juga tiada tempat tinggal (Riwayat Ahmad dan Imam Nasai),

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi
Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bilamana perkawinan putus
karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak
kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri
tersebut gobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas
isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau
nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, yang mana mut’ah mempunyai maksud
dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal
ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 241 yang
berbunyi :

oattioll slele> 99, mall glio caléllaallg

Artinya:“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi
orang-orang yang bertaqwa”

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Pemohon ingin bercerai
baik-baik dengan Termohon dan berinisiatif secara sukarela menyatakan
sanggup membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus
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ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yang seluruhnya sejumlah
Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, yang mana
besarannya telah disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan bagi
Pemohon serta akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum
mengucapkan ikrar talak di persidangan, sementara Termohon tidak pernah
hadir di persidangan sehingga tidak bisa didengar jawabannya. Oleh
karenanya, Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah tersebut adalah
beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dimuat dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak
dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan
Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01
Tahun 1991) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat
mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah dan juga mengingat Pasal
1 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka
orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara,
mendidik dan melindungi anaknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut selaras dengan
Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalagq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih
sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:
sUlz LB, 508 455, alle 538 35 askiv e aiis 93 Salil
aln
Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Pemohon untuk memberikan
nafkah untuk anak yang bernama XxxXxxxXxxxxxxxx, (laki-laki), lahir di
Pandeglang, 14 November 2020, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu
rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa
menurut hukum, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan
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Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Rumusan
Hukum Kamar Agama menggariskan Amar mengenai pembebanan nafkah
anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per
tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA 3 Tahun 2015 tersebut di atas
bertujuan untuk memberikan panduan bagi hakim untuk menetapkan besaran
nafkah anak vyang berkeadilan bagi semua pihak, vyaitu dengan
mempertimbangkan nilai inflasi dalam penentuan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami ketentuan tersebut secara
substansial bahwa angka 10% sampai dengan 20% kenaikan pertahun
merupakan angka yang dapat disesuaikan dengan keadaan saat perkara
diajukan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Inflasi berdasarkan data
ril dan keadaan yang sedang terjadi adalah tindakan yang adil karena
memperhitungkan perubahan biaya hidup seiring berjalannya waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, data
yang didapat dari situs resmi Bank Indonesia, ditemukan fakta bahwa rata-rata
inflasi nasional dari tahun 2008 sampai dengan 2023 adalah 5% (lima persen),
sehingga kenaikan yang harus dibebankan dalam nafkah anak-anak tersebut
sampai berusia 21 tahun adalah masing-masing 5% (lima persen) setiap
tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka terhadap pembebanan nafkah anak kepada Pemohon Majelis
Hakim akan menyatakan di dalam amar putusan ini dengan menghukum
Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah
Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5%
(lima persen) pertahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa
menurut hukum, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Pandeglang;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon
sebelum ikrar talak satu raj'i diucapkan di depan persidangan Pengadilan
Agama Pandeglang, berupa:
4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus
ribu rupiah);
4.2 Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah
anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan
dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun sampai anak tersebut berumur
21 tahun atau dewasa menurut hukum, di luar biaya pendidikan dan
kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijrivah, oleh kami Ama' Khisbul
Maulana, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syams Eliaz Bahri, S.Sy. dan
Qurratul A'yuni, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh M. Syaifur Rohim, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
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oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ama' Khisbul Maulana, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Syams Eliaz Babhri, S.Sy. Qurratul A'yuni, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti

M. Syaifur Rohim, S.E.I.
Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 325.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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